
Menteri Puencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Puenclman Pembangunan Nuional

SALINAN
KEPI.ITUSAN MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 1 3SIM.PPN /HK/ 09 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPI.]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 104IM.PPN /HK/O6/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR

TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI FOCAT, POINTINDONESIA UNTUK
TIIE STANDING COMIVIITTEE FOR ECONOMIC AND COMIvIERCIAL COOPERATION
OF ME ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi
serta meningkatkan keterlibatan Indonesia secara aktif pada
lhe Standing Committee for honomic and Commercial
Ctnperation of the Organization of lhe lslamic Cooperation
(COMCEC) drbawah payung organisasi Konferensi Islam
(OKD, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
ditunjuk sebagai I'cral Point lndonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimban gan xbagaimana dimaksud
dalarm huruf a, perlu melakukan kegiatan koordinasi lintas
se ktor untuk pelaksanaan The Standing Committee for
Fconomic and Commercial Otoperation of the Islamic
Caperafion (COMCEC);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan xbagaimana dimaksud
dalam huruf b, telah dibentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor
terhadap Penugasan Bappenas sr-bagai Focal Poinl Indonesia
untuk TIe Standing Committee for bonomic and
Commercial Coopration of the Organization of the Islamic
Ctnpration (COMCEC) Tahwn 2022 yang keanggotaannya
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan

Pembangunan ...



Mengingat

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor KEP.

1 04lM.PPN/HK / 06 / 2022;

d. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi
dengan mengubah susunan keanggotaan Tim sebagaimana
dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan perubahan
terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor KIP. 1o4IM.PPN/HK /06/2022 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas
sebagai Focal Poinl Indonesia untuk lhe Standing Committee
for konomic and Commercial Caperation of the
Organization of the lslamic Crnperation (COMCEC) Tahun
2022;

e. bahwa pejabat dan pgawai yang nam nya tercantum dalam
Lamplran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
an&Bota Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan
Bappenas sebagai Rral Poinl Indonesia l.:.r:.tuk The Standing
Commiltee lor Economic and Commercial Coopreration of the
Organization of the Islamic Caperalton (COMCEC) Tahun
2022;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahw 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahtn 2004 Nomor 124, Tambahan
lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tafu;r, 2027 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
24l,Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor
67s5);

3. Peratfian Pemerintah Nomor 45 Tahtm 2O73 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Perattran Pemerintah Nomor 50 Tahun
2078;

4. Peratvran Presiden Nomor 67 Tahun 2079 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tal:L,x 2O1,9-2024;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2079 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

6. Peraturan .. .



-3

MEMI.]TUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KEPAT.{ BADAN PEFJNCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPT]TUSAN MINTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/KEPAI.A. BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT NOMOR
KEP. 1 O4IM.PPN / HK/ 06 / 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI LINTAS SEKIOR TERHADAP PENUGASAN

BAPPENAS SEBAGAI FOCAL POINT INDONESIA UNTUK 7TT'
STANDING COM,I4ITTEE FOR ECONOMIC AND COM,I/IERCIAL

COOPERATION OF THE ORGANIZATION Of THE ISLA]WIC

COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2022.

Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Lintas Sektor

terhadap Penugasan Bappnas seba4ai FNal Point lndonesia
untuk The Standing Committee for Eionomic and Commercial
Cc,olrration of the Organization of the Islamic Coopration
(COMCEC) Tahun 2022 untrk selanjutnya disebut Tim
Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Tim Koordinasi dtbebankan pada Anggarun Pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangttnan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun
Anggarun 2022.

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA : .. .

6. Petaturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentz:ng
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahvn 2021 lentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangtnan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahrm 2076 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evahnsi KeSiatan dan Anggaran;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 3 Tahsn 2022 tentan8 OrSanisasi dan T^t^ Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
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KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 'l Juni 2022.

Ditetzpkan di Jakarta
pada tanggal 14 kptember 2022

MENTERI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SIIHARSO MONOARFA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-r-
RR. Rita Erawati



SALINAN
LAMPIRAN
KEPT]TUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 SSIM.PPN/HK / 09 / 2022
TANGGAL 1, 4 SEPTEMBER 20 22

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR

TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI FOCAL POINTINDONESIA UNTUK
ME STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMfuIERCIAL COOPERATION
OF THE ORGANIZATTON Of mE ISUI\4IC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2022

TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Menteri PPN/ Kepala Bapqnas.

1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas.

2. Direktur lenderal Perundingan
Perdagangan Internasional, Kementerian
Perdagangan.

1. Deputi Bidang Pendan aan Pembangunan,
Kementerian PPN/ Bappenas.

2. Depfii Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/ Bappenas.

3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
D aya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

4. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor
Unggulan dan Infrastruktur, Kenlenterian
PPN/Bappenas.

6. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

7. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan
Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM



C TIM PELAKSANA

Fual Poin t lndonesia untuk COMCEC

Ketua : Direktur Perdaga:ngan Investasi, dan
Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perundingan APEC dan Organisasi
Internasional I,ainnya,, Kementerian
Perdagangan.

Anggota : 1. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc,
Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Ph.D,
Kementerian PPN/Bappenas.

3. Hltlary Tanida Stephany Sitompul, S.HI,

Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pllar P er da gangan

Ketua Direktur Perdagangan, Investasi, dan
Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kemellterian PPN/Bappenas.

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis

Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Christhophorus Barutu SH, MH,
Direktorat Perundingan APEC dan
Organisasi l-ainnya, Kementerian
Perdagangan.

2. b. lmarita Trlhanda, MS, Kementerian
PPN/Bappenas.

3. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT,
Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

6. Fajar Hadi Pratama, ST, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas.

7. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME,
Kementerian PPN/Bappenas.

8. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian
PPN/Bappenas.

9. Ibnu Yahya, SE, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua

Anggota

10. fuchard . ..
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1O. Richard lorenz Hasiholan Silitonga, SE,

Kementerian PPN/Bappenas.

1 1. Tuty Widyastuti, Kemen/.terian
PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Transportasi dan Komunikasi

Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1 . Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional, Kementerian
Perhubungan.

2. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan
lnf or maltka, Keme nterian PPN/ Bappenas.

Anggota : 1. Dian Anggraeni, S.Sos, fusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional, Kementerian Perhubungan.

2. Raden Bonnyswara, SE, M.Sc, Kementerian
PPN/ Bappenas.

3. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng, Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian
PPN/ Bappenas.

Dukungan Pilar Pariwisata

Ketua Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Hubungan Antar kmbaga,
Kenlenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Arggota 1. Istasius An88er Anindito, SE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas.

2. Imron Rosadi Surya, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Pertanian

Ketua Direktur Pangan dan Pertanian,, Kementerian
PPN/Bappenas.

Kepala Biro Kerja Sama Lu t Negeri,
Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua

Wakil Ketua

I

2

Mohamad Zaeni Tasripin,
Kerja Sama Luar Negeri,
Pertanian.

Zulfriandr, SE? Ak. M 4,

PPN/Bappenas.

S.Hum, Biro
Kementerian

Kementerian

Anggota

3. J^tot . ..
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3. Jarot lndarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D,

Kementerian PPN/ Bappenas.

Dukungan Pilar Penanggulangan Kemiskinan

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dalr
Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Sosial.

2. Direktur Kependudukan dan Jaminan
Sosial, Kementerian PPN/Bappens.

An8Sota : 1. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian
PPN/Bappenas.

2. Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE,

Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Kerjasama Keu ngan

Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis
Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multllaterul, Badan
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

2. Direktur Jasa Keuang n dan BUMN,
Kementerian PPN/Bappenas.

AnSgota : 1. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian
PPN/Bappenas.

2. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian
PPN/Bappenas.

3. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Ir. Sidqy LP Suyitno, MA, Kementerian
PPN/ Bappenas.

Dukungan Pilar Teknis

Ketua Kepala Biro Hukum, Kenlenterian
PPN/Bappenas.

Kepala Biro Perencanaan,, Organisasi, dan Tata
l.aksana., Kementerian PPN/Bappenas.

7. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas.

2. Novi Nurviani, SH, MH, Kententerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua

I

Anggota

D. TENAGA ...



D. TENAGA PENDUKL]NG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-z---
RR. futa Erawati
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1. Muhammad Nizar Rafif, A.Md.Kb.N,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Muhammad Ricky Arzaaq, A.Md.Kb.N
Kementerian PPN/ Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

SUHARSO MONOARFA

ttd


